FERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 07 TAHUN 2001

TENTANG

FEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGSABUNGAN KELURAHAN
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANGG,

bahwa tuntutan dinamika sosial dan pembangunan yang
terus meningkat membutuhkan pelayanan prima dari
Femerintah Daerzhj;

bahwa wuntuk mendukung cenyelenggaraan pemsrintahan,
pelaksanaan  pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
yang bercirikan perkotaan melalui tingkatan perangkat
pemarintah, diperlukan pedomaan pembentukan,
penghapusan  dan  penggabungan kelurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a
dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang—undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah—daerah Tingkat ¥ Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tabun 1958 Nomor
115, Tambabhan Lembaran NMegara Nomor 1649);

Undang—undang Nomer S Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat 1II Kupang (Lembaran Negara
Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara MNomor
26331 ;

Undang-undang Neomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tatkun 1993 Nomor 60, Tambahan
Lambaran NMegara Nomor 3839);

lindang—undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Ferimbangan
E=2uangan antara Pemerintah Pusat dan Daerakh (Lembaran
Nzgara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomoyr 3848);

Undang—undang Nomoy 28 Tahun 1393 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN
{Lembaran Negara Tahum 1993 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang
kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Dasrah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor (39323

putusan Presiden Namor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

e

Fanyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Fancangan Undang—-undang, Rancangan Peraturan
Femerintah dan Rancsngan Keputusan Presiden (Lembaran
Nega

gara Tahun 19%% Nomor 78); 4i
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8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana
Tata Ruang-.

5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ker ja
Kecamatan dan Kelurahanj;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Kupangj;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerahj;

c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;

d. Kecamatan  adalah Wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah dibawah WaliKotaj;

e. Camat adalah Kepala Kecamatan merupakan perangkat

Daerah Kotaj;
. Kelurahan adalah Wilayah ker ja Lurah sebagai
Perangkat Daerah Keota dibawah Kecamatanj;

g. Lurah adalah Kepala Kelurahan merupakan perangkat
Daerah Kota dibawah Kecamatanj |

h. Kepala Kelurahan adalah Pegawai Negeri yanag diangkat
cleh Walikota dengan memperhatikan syarat—syarat dan
ketentuan kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, yang mempunyai tugas
memimpin dan ber tanggung jawab terhadap
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan
pembangunan serta pembinaan kemasyarakatans

i. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan
velurahan baru dari wilayah kelurahan yang telah ada
dan memenuhi persyaratan untuk dimekarkan ;

G}

o j- Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan
3 Kelurahan; ‘
k. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan 2 (dua?
Kelurahan atau lebih menjadi 1 Kelurahanj
1. Kawasan FPerkotaan adalah Kawasan yang mempunyai

kegiatan utama bukan pertanian dengan sasaran fungsi

. kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan
distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial dan kegiatan ekonomi.
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BAB I1I
PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 2

Pembentukan Kelurahan merupakan upaya untuk meningkatkan
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara
berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan
pelayanan kepada masyvarakat sesuai dengan perkembangan.

Pasal 3

Syarat-syarat Fembentukan Kelurahan sebagai berikut =

(1) Jumlah penduduk sekurang—kurangnya Z.500 jiwa dan
atau 500 kepala keluargaj

(2) Luas Wilayah yang ter jangkau dalam pelayanan dan
pembinaan masyarakat dengan memperhatikan tersedianya
jaringan perhubungan dan komunikasi.

(32 Kondisi sosial yang memberikan peluang kepada
masyarakat untuk melaksanakan kehidupan keagmaan dan
kemasyarakatan;

(4) tersedianya potensi wilayah dalam mengembanagkan usaha
ekonomi masyarakat;

(53 Ciri dan sifat masyarakat yang ma jemuk, adanya
dukungan sosial ekonomi mayoritas masyarakat sudah
terpengaruh dengan kehidupan ekonomij

(6> tersedianya sarana dan prasarana perhubungan,
pembangunan sosial, pemasaran produk dan
pemerintahan;

(7) Kondisi wilayah yang terletak dalam kawasan kaota
Kecamatan dan daerah kota serta kawasan—kawasan lain
yang bercirikan perkotaan.

Pasal 4
(1) Kelurahan dibentuk diwilayah per kotaan dengan
memperhatikan batas wilayah, jumlah penduduk,

potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat;

(2) Kelurahan yang karena perkembangan masyarakat dan
wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat
dihapus atau digabung.

Pazal S
(1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan
dapat dibentuk beberapa Lingkunganj
€2) Jumlah - Lingkungan disesuaikan dengan jumlah

penduduk, kondisi wilaysah dan jangkauan pelayanan
FPemerintahan.

BAB III
PEMBAGIAN WILAYAH DAN PENETAPAN BATAS

Pasal &

aembentukan Kelurahan diperlukan kegiatan penataan

wilayah yaitu : ; g

a. Fenyelesailan persehatian batas antara Kelurahan dan atau
Desa melalui musyawarah mufakat ditetapkan dengan keputusan
.bersamaj; :
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Feninjauan lapangan untuk menentukan titik batas;
Menetapkan pemasangan tanda batas;
Pengukuhan tanda—-tanda batas;

BAB IV
MEKANISME- PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
Pasal 7

Kelurahan yang jumlah penduduknya memungkinkan dengan
pertimbangan teknis pemevintahan dan pelayanan terhadap
masyarakat dapat dipecah atau dimekarkan;

Kelurahan hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini harus memenuhi syarat—syarat terbentuknya
suatu  Kelurahan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 3
Peraturan Daerah inij;

Fembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

fasal 8

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi
memenuhi syarat—syarat sebagaimana ‘dimaksud pasal 2
Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk dihapus atau
digabungkan;

Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Pembentukan, Fenghapusan dan Penggabungan Kelurahan
diusulkan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat;

Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1> pasal ini
disampaikan kepada Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerahj;

Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana
tersebut pada ayat (2) pasal ini Walikota menerbitkan
Keputusan Pelaksanaan tentang Pembentukan, FPenghapusan dan
Penggabungan Kelurahan.

Pasal 10

Kekayaan dan sumber-—-sumber pendapatan Kelurahan dikelolah
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan

" memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Ketentuan—ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah

ini sebagai pedoman bagi penyusunan Keputusan Walikota tentang
Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

A
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pasal 12

Hal-hal 1lain yang belum diatur dalam pexraturan Daerah ini
sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan walikota.

pasal 13

Dengan berlakuny?a pPeraturan paerah ini maka Peraturan paerah
yang telah ada dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak
bexrlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
pasal 14

Peraturan paerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap oxang mengetahuinya, memezintahkan pengundangan

peraturan paerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
paerah.

Di sahkan di Kupang
Padj tanggal, 15 gseptember iﬁ?l

pi Undangkan di Kupan
pPada tanggal, 17 Sept

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2001 NOMOR : 33
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PENJELASAN
ATAS
PEERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR @ O7 TAHUN Z001

TENTANGE

PEMBENTUKAN; PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURARAN

umuM

Dengan berlakunya Undang—undand Nomar 22 Tahun 1993 tentang
Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang 1uas kepada
daerah dan untuk mengantisipasi perkembangan kema juan
pembangunan di masa—masa mendatang yang memungkinkan dapat
ter jadinya pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan
yang ada di Kota Kupang-

kewenangan tentang pembentukan, penghapusan dan
penggabungan keluvrahan semula sebagat kewenangan provinsi,
namun cesuai dengan pasal &7 ayat € Undang—undang Nomor 22
Tahun 1999 diserahkan menjadi kewenangan kabupaten/kota maka,
antuk mengatur lebih lanjut diperlukan iandasan—landasan
hukum sebagai pedoaman.

FASAL DEMI PABAL

pasal 1
cukup Jjelas

Pasal 2
-ukup jelas

pPasal Z3
cukup jelas

Fasal 4
cukup jelas

(1) Yang dimaksud dengan 1ingkungan adalah bagian wilayah dalam
Kelurahan yang merupakan 1ingkungan ker . ja pelaksanaan
pemer intahan Kelurahan.

Pasal 6

2. Penyelesaian perEehatian patas antara xeluarahan dan

gesa—desa Kabupaten Kupang yang berbatasan 1 angsung dengan
kelurahan—kelurahan dalam Kota Kupang-

b. Yang dimaksud tanda batas adalah tanda pemisah antara Desa
idengan Kelurahan dan Kelurahan dengan kelurahan lain yang
persebelahan atau berbatasan baik berupa tanda alam maupun
tanda buatan.

c. Cukup jelas

4. Cukup jelas,q



Pasal 7 s

(1) cukup jelas
(2) cukup jelas
(3> cukup jelas

Pasal 8 '
(1) cukup jelas
(2) cukup jelas

Pasal 9

(1> cukup jelas!
(2} cukup jelas
(3) cukup jelasg

Pasal 10 :
cgukup jelds

Pasal 11 .
cukup jelgs

Pdsal 12 _
¢1) cukup jelas
(2) cukup jelas

Fasal 13 )
(1) cukup jelas
(2) fukup jelas
Fasal® 14

: cukup jelas
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